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Abstract

Children is the next generation in the eery natlat will be protect to
signoficate of nation in the future .However in theality, children haing a
problems with him self, another people and envinotale It's can will bw bring
the children to do conflict with the law. In therdlict eith the law, is not
independeent with police/ it's cause, Police igna of criminal justice system.
Police is the one departement that doing in thetfan like an ivestigation and
doing the law in Indonesia. To analytic the filed) research using the qualitative
normative methods. Beside from research, can begdguvenille investgationin
Polisi Resort Kota Pekanbaru was appropriate whle Rule Number 11 Year
2012 about Criminal Juvenille Justice Afterwardse ffactors was cause the
problems yuridical and non yuridical is the inflgenlike the laaw factors, the
policing factors and anymore. Afterwars the Polabks Semarang’s policy to
finish the problems juvenille investigation is ugispesification learning the
juvenille investigation by the next police investig. It;s hope the police can be
different investigation by the people an the jultenianother things is built the
builing to doing investigation the children was fimh with the law.
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A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sabagai yser@ta-cita
perjuangan dan sebagai sumber daya manusia badiapgoman nasional.
Setiap anak adalah aset bangsa oleh karena itu géindungi baik oleh
keluarga atau masyarakat di lingkungannya, kareatudukan anak dalam
lingkungan adalah sebagai subjek hukum, sebab adalah amanah dan
karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinyackatl harkat dan
martabat sebagai manusia seutuhnya. Maka dalamkaangewujudkan
sumber daya manusia Indonesia yang berkualitasndampu memimpin serta
memelihara demi kelangsungan hidup, pertumbuharpdekembangan fisik,
mental, dan sosial serta perlindungan dari segalaukgkinan yang akan
membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

Selanjutnya jika berbicara masalah anak, tidak degari kenakalan
yang dilakukan oleh anakJuvenile Delinquency) baik itu di rumah,
sekolahnya maupun di lingkungan tempat tinggalduaenile Delinquency



adalah prilaku jahat dirsila), atau kenakalan anak-anak muda atau
merupakan gejala sakpdtologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja
yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sestdhgga mereka itu
mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Sehingga untuk menangani perkara yang tersangkatatdakwanya
anak-anak, Pemerintah bersama Dewan PerwakilanaR&igh membentuk
peraturan tentang itu, yaitu Undang-Undang NomoiTathiun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak (Peraturan PemeriN@mor 74 Tahun
2012). Yang di dalam Undang-Undang Peradilan Pidanak tersebut
mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan penangamda fahap
penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukarh dérdakwa yang masih
dibawah umur, haruslah diperlakukan secara khussisas dengan Undang-
Undang tersebut.

Adapaun beberapa perlakuan khusus tersebut yanmr déalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SisteradP&n Pidana
Anak pada Pasal :

(1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakandglatan
Keadilan RestoratifRestroative Justice);
(2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksdd pyat (1)
meliputi :
a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksen sesuai
dengan ketentuan lain dalam undang-undang ini;
b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadiladingkungan
peradilan umum; dan
c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau ppimdmn
selama proses pelaksanaan pidana atau tindakasetdah menjalani
pidana atau tindakan.
(3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimanakdum pada Pasal
(2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi.

Dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tent@istem
Peradilan Pidana Anak ini memberi penguatan tephddk-hak anak yang
berkonflik dengan hukum. Khusunya terhadap penagaanak yang
berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan lkardalam ketentuan
peralihan Undang-undang tersebut menjelaskan bapada terhadap
penanganan anak yang berkonflik dengan hukum hameisgacu kepada
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SisteradiPa&n Pidana
Anak.

Namun dalam prakteknya sehari-hari masih banygkdignelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak nhulada tahap
penyidikan. Penyidik dinilai belum profesional dgmoportional karena
belum memperlihatkan sensivitasnya terhadap dampsikologis yang
timbul akibat proses hukum serta belum berorieqtada kepentingan terbaik
anak sebagai prioritas pertimbangan dan acuan daengambil keputusan
ketika menangani kasus anak yang berhadapan déngam. Hal ini sesuai

! Kartini Kartono,Kenakalan Remaja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta :2008 ,him. 6.



dengan hasil telaah Komisi Perlindungan Anak Ind@anterdapat pengakuan
anak-anak penghuni Lapas Anak, selama masa peagidiknereka
memperoleh tekanan, ancaman dan kekerasan fisn”aparat Polri juga
tidak menerapkan prinsip diversi danestorative justice” (keadilan yang
memperbaiki) dalam menangani anak-anak yang bephaddengan hukum
juga masih banyak.“Hal ini bisa dilihat dari banggé jumlah anak yang
berhadapan dengan hukum, yakni 6.000 anak setiajn tdan sekitar 3.000
di antaranya berada di Lapas/Lapas &nak.

Pentingnya suasana kekeluargaan dalam penanganak yang
berkonflik dengan hukum. Hal ini dilakukan untuk njemin pertumbuhan
dan perkembangan fisik, mental, sosial secara usehasi, selaras dan
seimbang bagi anakMengingat ciri dan sifat khas pada anak, makagsos
peradilan anak dari sejak ditangkap, ditahan, dadildwajib dilakukan oleh
pejabat khusus yang memahami masalah anBlenyidik harus lebih
memperhatikan hak-hak anak pada saat anak terbelbbdapan dengan
hukum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kanitinengan
Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota Pekanbatu Ndvarianti Sinaga
yang mengatakan bahwa di lingkungan unit PerlindanBerempuan dan
Anak ini yang menjadi masalah sampai saat ini ddatkak adanya ruangan
khusus untuk memeriksa anak yang menjadi tersah§ehingga apa yang
telah di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomoraltiun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terwujud.

B. Tinjauan Teori
1) Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem yang teradhpaasyarakat
untuk menanggulangi kejahatan, sebagai suatu sigpemgendali
kejahatan, maka tujuan dari sistem peradilan pidtaredalah :

a) Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban &tgah

b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehimggayarakat
puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang dglatana;

c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukanakajatidak
mengulangi kejahatannya.

Penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi aaak di dalam
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SisteadPan Pidana
Anak. Dalam Undang-Undang tersebut membedakarseprperadilan
anak dengan dewasa yang diatur khusus antara lain :

a) Adanya pembatasan umur anak

2 http://www.matanews.comPolri Belum Responsif Kasus Anak. Diakses, Kamis 12 Juli
2012.

¥ Bambang WaluyoRidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta : 2000, him. 4.

* Yayasan Lembaga Bantuan Hukum IndoneBianduan Bantuan Hukum di Indonesia,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jaka@ag, him.107.

® Wawancara dengan Ibu Novarianti Kanit Perlindunganempuan dan Anak Polisi Resort
Kota Pekanbaru, Hari Rabu, Tanggal 11 Juli, 20E2téBnpat di Polisi Resort Kota Pekanbaru.



Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20é2gatur
pembatasan umur terhadap anak yang menjadi tesatmgak
pidana. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) yangyatakan bahwa
anak yang menjadi tersangka telah berumur 12 (dl@s)tahun,
tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Adagang
menjadi latar belakang dibentuknya undang-undangh@nentukan
batas umur minimal dan maksimal oleh karena padar uersebut
secara psikologis dan pedagogis anak dapat diangyeah
mempunyai rasa tanggung jawab.

b) Pengadilan anak merupakan kompetensi absolut deadpan umum
Hukum acara pengadilan anak mengacu pada Undangrgnd
Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Pengadilan anatada
dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang berdda
lingkungan peradilan umum.

c) Pengadilan anak memeriksa anak dalam suasana &edaein
Dalam sidang anak diperlukan pemeriksaan agar ninerikan
suasana kekeluargaan. Dengan suasana tersebuapdikan anak
dapat mengutarakan segala perasaannya, peristinatgrabelakang
kejadiannya secara jujur, terbuka, tanpa tekananaka takut.

d) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakardgb@tan
keadilan restoratif sesuai pada pasal 5 ayat :

(1) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana araib
mengutamakan pendekatan keadilan restoratif;
(2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksda gyat

(1) meliputi :

a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksen
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unganga
kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;

b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di
lingkungan peradilan umum dan;

c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau
pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau
tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan

(3) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaiman&simaada
ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversivddsi bertujuan
untuk :

a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak;

b) Menyelesaikan perkara anak di luar proses pergdilan

c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;

d) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan;

e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

® Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya, Penerbit
Mandar Maju, Bandung: 2005, him. 15.
" 1bid, him.18.



2) Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekat
merupakan penerapan deskresi yang menyangkut méerkbpatusan
yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah hukukgn atetapi
mempunyai unsur penilaian pribadi. Gangguan teghadanegakan
hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasiatara tritunggal
nilai, kaidah dan pola prilaku. Gangguan tersebtadi apabila terjadi
ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangang menjelma di
dalam kaidah-kaidah yang bersimpangsiur, dan pasalagu tidak
terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan Hid@m penegakan
hukum yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hugechtssicherheit)
kemanfaatan ziveckmassigkeit), dan keadilangerechtigkeit). ®
Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletdk faktor-
faktor yang mungkin mempengaruhinya. faktor-faktdgersebut
mempunyai arti yang netral, sehingga dampak poatais negatifnya
terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktorsébut adalah sebagai
berikut:
a) Faktor hukumnya sendiri;
b) Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentaupun
menerapkan hukum;
c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung peaedakkum;
d) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukursetaut berlaku
atau diterapkan.
3) Teori Perlindungan Anak
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 200tartgn
Perlindungan Anak disebutkan bahwasannya perlirslunganak
bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agde dapat hidup,
tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara dpsesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapktdpegan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anadtomesia yang
berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Seijtagpkannya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungark Avaala tanggal
22 Oktober 2002 (disetujui DPR-RI tanggal 23 Sejmem2002),
perlindungan bagi anak Indonesia telah memilikdisan hukum yang
lebih kokoh.

C. Rumusan Masalah
1) Bagaimana pelaksanaan penanganan anak yang Hdiérkdehgan
hukum pada tingkat penyidikan di wilayah hukum &ioResort Kota
Pekanbaru?
2) Apa saja hambatan dalam pelaksanaan penangarnagantaberkonflik
dengan hukum pada tingkat penyidikan di wilayahumikPolisi Resort
Kota Pekanbaru?

8 Sudikno Mertokusumadylengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta:1991,him.134.



3) Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambdalam
pelaksanaan penanganan anak yang berkonflik dehg&om pada
tingkat penyidikan di wilayah hukum Polisi ResodtK Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Pendlitian
1) Tujuan Penelitian

a)

b)

c)

Untuk mengetahui pelaksanaan penanganan anak yenkgniiik

dengan hukum pada tingkat penyidikan di wilayah umakPolisi

Resort KotaPekanbaru.

Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pemamgmak
yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidlikia wilayah

hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mesga@mbatan
dalam pelaksanaan penanganan anak yang berkoafidad hukum
pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polisi &¢sKota

Pekanbaru.

2) Kegunaan Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baikase teoritis maupun
praktis adalah:

a. Secara Teoritis

b.

a) Untuk menambah dan mengembangkan wawasan pentiiis se
untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah gepalioleh
selama di perkuliahan dalam ilmu hukum secara umamyang
khususnya dalam disiplin hukum acara pidana;

b) Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhaw b
mahasiswa/akademika Fakultas Hukum Universitas.Riau

Secara Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi terkkitususnya

Kepolisian untuk mengambil kebijaksanaan dalam geddksanaan

penanganan anak yang berkonflik dengan hukum paukat

penyidikan. Hal ini dalam rangka meningkatk2nofesionalisme dan

Kredibilitas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

E. Metode Pendlitian

1) Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologiyena penelitian ini
hendak melihat korelasi antara hukum dengan masaargerhadap
permasalahan yang diteli.Sedangkan sifat peneil§y@n dapat
digolongkan kepada penelitian yang bersifat deskrimng bertujuan
memberikan gambaran secara rinci dan jelas tentaglgksanaan
penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diyafl hukum Polisi
Resort Kota Pekanbaru.
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Wilayah  Hukum Polisiesort Kota
Pekanbaru, khususnya di Unit Satuan Perlindungaenifrian dan Anak,
mengingat bahwa terdapat permasalahan dalam ppesesiganan anak

2)



yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikih Unit Satuan
Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort Retanbaru.
3) Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objekastengi yang
sama Adapun yang menjadi populasi dalam penelitiaraétlah :
a) Kasubsi Unit Satuan Perlindungan Perempuan dan Rudki
Resort Kota Pekanbaru
b) Anggota Unit Satuan Perlindungan Perempuan dan ARudisi
Resort Kota Pekanbaru
c) Anak yang berkonflik dengan hukum.
b. Sampel
Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dpulgsd yang
dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yangmpermudah
peneliti dalam menentukan penelitinSedangkan yang menjadi
sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Unit u8at
Perlindungan Perempuan dan Anak di Polisi Resota KBekanbaru
yang dijadikan responden peneliti menggunakan eeaancara
secara langsung.
4) Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian inieddal
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsunly penulis dari
responden yaitu dengan cara penelitian di lapangamgenai hal-hal
yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
b. Data Sekunder
a) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari tpena
peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitagagejudul
dan permasalahan yang dirumuskan. Bahan hukumenasal
dari peraturan perundang-undangan, KUHAP yang [arka
dengan masalah penelitian, dan peraturan perungzofgpgan
(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penigdn
Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentantgi@is
Peradilan Pidana Anak).
b) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal danaliiee atau
hasil penulisan para ahli sarjana yang berupa buang
berkaitan dengan pokok permasalahan.
c) Bahan Hukum Tersier
Data yang berfungsi mendukung data primer dan skltander
seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bdhggss,
dan Internet.

°® Bambang Sunggonetode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, him.118.
%1bid, him. 119.



5) Teknik Pengumpulan Data
a) Wawancara / Interview
Yakni metode pengumpulan data yang melakukan tgwyab secara
langsung kepada responden yaitu Kanit Unit Perhigdn
Perempuan dan Anak, Penyidik di Unit Perlindungarepuan dan
Anak mengenai pelaksanaan penanganan anak yangnbirk
dengan hukum pada tingkat penyidikan di wilayah umakPolisi
Resort Kota Pekanbaru.
b) Kajian Kepustakaan
Yakni metode pengumpulan data dengan cara meniaratlr-
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
6) AnalisisData
Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperodéehpgnelitian akan
diolah, disusun dan dianalisa secara kualitatihgpéahan data secara
kualitatif merupakan tata cara penelitian yang rhasdkan data
deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan respondemrsetertulis atau lisan
dan fakta-fakta di lapangan dipelajari serta digkam pada hasil
penelitian ini. Dari pembahasan tersebut, akan niekasimpulan secara
induktif yakni menganalisis dari permasalahan ydmgsifat khusus
kemudian ditarik pada kesimpulan secara universamtldsarkan teori
yang ada.

F. Hasil dan Pembahasan

1) Pelaksanaan Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada
Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru.

Bahwa dalam pelaksanaan penanganan anak yang fi&rkon
dengan hukum pada tahap penyidikan di wilayah huRairsi Resort Kota
Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya.h Tdisahkannya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SisteradPan Pidana
Anak seharusnya dijadikan pedoman bagi penyidilardaimelaksanakan
penanganan anak yang berkonflik dengan hukum paloptpenyidikan.
Namun dari hasil penelitian penulis di Unit Perlindan Perempuan dan
Anak Polisi Resort Kota Pekanbaru bahwa penyidikgyanelaksanakan
penanganan anak yang berkonflik dengan hukum mashggunakan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraditek.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penuligaieanak yang
berkonflik dengan hukum di wilayah hukum Polisi BeKota Pekanbaru
yang berjumlah 3 (tiga) orang diantaranya adalait A¢Asus Pencurian
Laptop), M. Yunus (Kasus Penggelapan Motor), darratAgKasus
Penggelapan Motor). Dari hasil wawancara dengag&étrsangka tersebut
penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa pgdaag yang
dilakukan oleh penyidik Unit Perlindungan Peremputam Anak Polisi
Resort Kota Pekanbaru diantaranya adalah sebagjaibe
a) Pada saat diperiksa, anak tersebut diperiksa digrkarja penyidik.

Dimana di dalam ruang kerja tersebut terdapat pédapenyidik lain



yang bertugas sehingga anak tidak nyaman karerkatarsebut merasa

malu dilihat dan didengar oleh penyidik yang beratiaruangan

tersebut;

b) Pada saat anak di periksa oleh penyidik, penyidémanggil anak

tersebut dengan panggilan yang mengguncang psikat@ak. Seperti

halnya yang di alami oleh Adit (kasus pencuriantdpp penyidik
memanggilnya dengan sebutan “si laptop” dan yaatauii juga oleh

M. Yunus (kasus penggelapan motor) penyidik memiémgg dengan

sebutan “si cungkring” karena postur badan M. Yuyasg tinggi dan

kurus.

c) Pada saat anak di tahan oleh penyidik, penyidik aksa anak yang

laki-laki untuk di potong rambutnya;

d) Ruang tahanan dicampur dengan tahanan dewasa,ggeahianak

tersebut menjadi suruhan tahanan dewasa untuk hesaikan

pekerjaan mereka seperti menyuci piring, mengeel thenyapu.

Sehingga anak tersebut merasa tidak nyaman di dalzanan tersebut.

e) Pada saat penandatangan Berita Acara Pemeriksaan kgamudian

disingkat (BAP), penyidik tidak menjelaskan kepadareka tentang
hasil BAP. Penyidik hanya menyodorkan BAP dan langsmenyuruh
mereka untuk menandatangani BAP tersebut

Berdasarkan beberapa pelanggaran tersebut, pemdigimpulkan
bahwa penyidik yang memeriksa ketiga anak yang awenjersangka
tersebut sudah melanggar ketentuan yang di atandalndang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidaa&.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilaak
seharusnya tidak berlaku lagi karena sangat meandilak-hak anak yang
berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikanmDpéaksanaan
penanganan anak yang berkonflik dengan hukum diyafl hukum Polisi
Resort Kota Pekanbaru penyidik mengalami beberaphtan yang yang
terjadi pada saat menyidik anak yang berkonflikggenhukum.

Adapun perbedaan khusus yang ada dalam Undang-gimtamor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak nardak ada di dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang yaitu :

a) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakandgetan
Keadilan Restoratif;

b) Pada tahap penyidikan wajib diupayakan Diversi. etv adalah
pengalihan penyelesaian perkara anak dari prosesifaa pidana ke
proses di luar peradilan pidana. Penyidik wajib gugrayakan Diversi
dalam waktu 7 (tuhuh) hari setelah penyidikan danubDiversi
dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukancam dengan
pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukarupakan
pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepahit U
Perlindungan Perempuan dan Anak Polisi Resort KB&kanbaru
bahwasannya pelaksanaan penanganan anak yang fbkrkadengan
hukum pada tahap penyidikan di wilayah hukum UnérliRdungan



Perempuan dan Anak sama halnya dengan pelaksaeaanganan orang

dewasa pada tahap penyidikan yang diatur dalam Pas#ab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. Adapun tata cara pessaik pada tahap

penyidikan yang diatur dalam Pasal 7 Kitab Undamngdshg Hukum

Acara Pidana adalah sebagai beriktit :

a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorarngnteradanya
tindak pidana;

b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempatliegja

c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeakda pengenal
diri tersangka;

d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahgedgitaan;

e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sdliagsangka atau
saksi;

h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hghanya dengan
pemeriksaan perkara;

1) Mengadakan penghentian penyidikan;

j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang begang jawab.

2) Hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Dalam Pelaksanaan
Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum pada Tahap
Penyidikan di Wilayah Hukum Polisi Resort K ota Pekanbaru
a) Faktor Aparat Penegak

Berdasarkan penjelasan dari beliau, bahwasannya urdt
Perlindungan Perempuan dan Anak sampai sekarangasih kekurangan
tenaga penyidik. Pada tahun 2012 ini di Unit Pddimgan Perempuan dan
Anak banyak masuk kasus tindak pidana anak yaitg g&ring terjadi di
masyarakat kota Pekanbaru yang terkenal adalats Kaenig Motor. Anak
yang terjerat kasus geng motor tersebut bukan hsatyaatau dua orang
saja, melainkan bisa sampai lebih dari sepuluh gor&@ementara kami
penyidik yang ada hanya 10 (sepuluh) orang saja.

Hal ini menjadi kendala dalam penyidikan kami. Namyang
terpenting juga adalah kurangnya penyidik perempudin Unit
Perlindungan Perempuan dan Anak di Polisi Resorta Kieekanbaru.
Perlunya penyidik perempuan disebabkan oleh anakg ymenjadi
tersangka mengatakan bahwa mereka lebih merasa gkaapenyidik
yang memeriksa adalah penyidik perempuan. Karengigik perempuan
lebih bisa menempatkan sebagai ibu atau teman bagk yang
berhadapan dengan hukum pada saat mereka dipeBi&hangga hal ini
sangat berpengaruh dalam pelaksanaan penangarnayaamggberhadapan
dengan hukum pada tahap penyidikan di wilayah huRoiisi Resort kota
Pekanbaru.

* Yahya HarahapPembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan
Penuntutan), Sinar Grafika, Jakrta:2007, him.135.
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b) Faktor Psikologi Anak

Beliau juga mengatakan faktor psikologi anak jugangat
berpengaruh demi kelancaran pelaksanaan penyidiaaak yang
berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan amalg Yoerhadapan
dengan hukum memiliki sifat dan watak yang berbeelda sehingga
penyidik harus lebih memahami jiwa mereka. Terkgdarereka harus
lebih bersabar jikalau anak yang berhadapan deimgiamm tersebut tidak
mau diperiksa. Hal ini juga akan memperlambat Eopenyidikan
terhadap anak tersebut.

c) Faktor Sarana dan Prasarana

Di faktor ini lah beliau sangat menekankan bahwkdofasarana
dan prasarana begitu penting dalam penyidikan gmailg berkonflik
dengan hukum. Sarana dan prasarana sangat tur@ntakan tercapai
atau tidaknya suatu hasil yang diharapkan, tanpangadan prasarana
yang memadai niscaya suatu target ataupun pekedapat tercapai.
Beliau juga mengatakan bahwa di Unit Perlindungarepuan dan Anak
sampai saat ini tidak memiliki ruangan khusus unpekneriksaan anak
dan ruangan tahanan khusus anak. Penyidik hangab&nanfaatkan
ruangan yang ada untuk pemeriksaan anak dan peraterhadap anak
yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidiRamyidik berharap
di masa yang akan datang penyidik bisa memerikak wang berhadapan
dengan hukum di tempat khusus untuk affak.

Selain itu dalam penyidikan suatu tindak pidanayatdiperlukan
dana dan anggaran penyidikan. Hal ini tidak menutemungkinan
terhadap penyidikan tindak pidana anak karena tadpaya dana maka
akan sulit ditentukan apakah penyidikan tersebah aelesai dengan cepat
dan tuntas. Selain itu, tanpa adanya dana dan amgg@kan membuka
peluang bagi penyidik/penyidik pembantu melakukarbpatan-perbuatan
yang menyimpang dari aturan-aturan hukum yang ashga ditegakkan.
d) Faktor Kesadaran Hukum Aparat Terhadap Ruang Lingkan

Kewenangan Polri

Dalam penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa nega@ésia
berdasarkan atas hukumechstaat) tidak berdasar pada kekuasaan semata
(machtstaat). Pernyataan tersebut bukan dimaksudkan sebagadar
sebuah selogan tertulis belaka tetapi merupakatu sebulatan tekad
bangsa yang harus diwujudkan menjadi kenyataandderya kesadaran
hukum bukan hanya ada pada masyarakat, akan feiggikesadaran
hukum para aparat/penguasa. Hal ini ditandai demgasih banyaknya
penyidik/penyidik pembantu yang belum menguasaatpean perundang-
undangan yang berlaku khususnya hukum acara palaiasebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Demganikian masih
ditemukan tindakan penganiayaan dan penyalahgunaarenang yang
dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu anak.

12 Wawancara dengan lbu Ipda. Sri Triswati Sebagmafa Unit Perlindungan Perempuan
dan Anak, Hari Jumat, Tanggal 08 Februari 2013,uPd0.00 WIB di Polisi Resort Kota
Pekanbaru
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3) Upaya yang dapat dilakukan untuk Mengatass Hambatan dalam
Pelaksanaan Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Pada
Tahap Penyidikan di Wilayah Hukum Polisi Resort K ota Pekanabaru
a) Meningkatkan Pengetahuan, Mutu, dan Kualitas Pénldousus anak

terutama Psikologi Anak di Unit Perlindungan Peraarpdan Anak.
Dalam upaya peningkatan pengetahuan, mutu, danitdsial
penyidik terutama Psikologi Anak di Unit PerlindamgPerempuan dan

Anak di Polisi Resort Kota Pekanbaru, pihak Kepatis Resort Kota

Pekanbaru telah melakukan kegiatan diklat atautipbata kepada penyidik

khusus Psikologi Anak. Diklat ini dilakukan dengafjuan utama adalah

untuk memberikan pemahaman yang bertujuan agatidieranak tersebut
lebih memahami psikologi anak. Anak yang sedangommiik dengan
hukum sudah pasti jiwanya tergoncang, sehingga seakg berubah-ubah
cara berfikir dan bertindaknya. Dalam hal ini pelilyi harus bisa
memahami sifat dan karakter anak tersebut kardrepsmnak berbeda-beda
sifat dan karakternya. Perbedaan sifat dan karaiterterjadi karena
pengaruh keluarga, teman, sekolah, dan lingkurgapdt anak ini tinggal.
b) Memberikan sanksi terhadap penyidik

Bagi penyidik yang kedapatan melanggar ketentw@ang yelah di
tetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 TentamnBengan Anak
dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ranadinak akan
diberikan sanksi. Pemberian sanksi ini bertujugar genyidik jera akan
tindakannya yang sudah mencoreng nama baik keguuolisial ini dilakukan
agar terwujudnya keadilan di dalam hukum dan damianasyarakat.

c) Mengupayakan Ruangan Pemeriksaan Khusus Anak damgRuo
Tahanan Khusus

Kepolisian Resort Kota Pekanbaru saat ini sedanggopayakan
ruangan khusus untuk pemeriksaan khusus anak damgan khusus
tahanan anak. Ruangan tersebut akan dibuat senyaoragkin untuk anak-
anak seperti:

a) Memberi cat dengan warna terang agar ruangan tdrsabdak
menakutkan pada anak-anak yang akan diperiksa.

b) Memberi fasilitas pendingin (minimal kipas angin) dhlam ruangan
tersebut, karena diharapkan anak tidak kepanasamdeasa tersiksa di
dalamnya. Perlunya ruangan pemeriksaan khusus daakruangan
tahanan ksusus anak yang berhadapan dengan huksesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang menggeaadilan
pidana anak dan perlindungan anak.

d) Mengupayakan Penambahan Penyidik Khususnya Penyidik
Perempuan

Kepala Polisi Resort Kota Pekanbaru sedang mengkpay
adanya penambahan penyidik perempuan karena di R&ritndungan
Perempuan dan Anak kekurangan penyidik perempuangga penyidik
dapat lebih maksimal dalam melaksanakan penangamak yang
berhadapan dengan hukum pada tahap penyidikanuniarlpenyidik
perempuan di unit Perlidungan Perempuan dan Andki FRResort Kota
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Pekanbaru dikarenakan kenyamanan anak yang meejadingka pada

saat diperiksa. Menurut mereka penyidik perempuabihl bisa

menempatkan diri sebagai teman, kakak, atau ibu begeka yang

sedang di periksa oleh penyidik perempuan tersebut.

e) Memahami Ruang Lingkup Tugas dan Kewenangan Pantang
Perlindungan Anak.

Dalam rangka pemahaman ruang lingkup tugas danrcewean
penyidik/penyidik pembantu tentang perlindungaakanendaknya wajib
dilaksanakan untuk dimasa yang akan datang dengdakonkan suatu
terobosan-terobosan yang diharapkan dapat menjaoatu perspektif
anak tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana mielai perspektif anak
ditinjau dari sudut pandang anak sebagai korbam [Endangan anak
ditinjau dari sudut pandang kemasyrakatan. Adanygitspandang yang
dimiliki oleh penyidik/penyidik pembantu ini dihgrkan akan tercipta
suatu peradilan restoratif.

G. Kesimpulan dan Saran
1) Kesimpulan

a) Pelaksanaan sistem penyidikan terhadap anak yakgrfikk dengan
hukum pada tahap penyidikan di wilayah hukum PdRssort Kota
Pekanbaru belum berjalan sebagaimana mestinya. ngrdiadang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidarak yang
sudah disahkan ternyata tidak diberlakukan di Upgrlindungan
Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota. Dalam maladsan
penanganan anak yang berhadapan dengan hukumagiatvihukum
Polisi Resort Kota Pekanbaru tidak terlepas darbdmgmi hambatan
yang dialami oleh penyidik dalam melaksanakan tugmsHal itu
disebabkan oleh faktor aparat itu sendiri maupusilifas yang
mendukung. Penyimpangan ini dapat dilihat dari Ramapenyidik
terhadap penyidikan anak yang berhadapan dengamrhskngatlah
penting karena merupakan proses awal dalam pr@sasifan pidana
anak. Namun dalam pelaksanaannya dari peran terdeumlah
berjalan dengan lancar karena dalam kenyataanngt rada terdapat
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak pengadapan
dengan hukum.

b) Hambatan yang dihadapi oleh penyidik Unit Perlirghm Perempuan
dan Anak antara lain adalah kekurangan tenaga gi&rgrkhususnya
penyidik perempuan serta sarana dan prasaranaryaitigan khusus
pemeriksaan anak dan ruangan tahanan khusus anakngkya
pemahaman penyidik akan tugas dan wewenangnya gertanya
kesabaran dalam memeriksa anak mengingat psikalugk berbeda
antar satu dengan yang lainnya.

c) Upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik anak ditWBerlindungan
Perempuan dan Anak Polisi Resort Kota Pekanbamukumengatasi
hambatan yang dialami oleh penyidik dalam pelaksan@enanganan
anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap penyiadalah
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meningkatkan pengetahuan penyidik akan ruang lipgkigas dan
wewenangnya serta meningkatkan pengetahuan psikal@k agar
penyidik dalam memeriksa anak pada tahap penyidikelnih
memperhatikan psikologi anak dan menambah tenagayidie
khusunya penyidik perempuan agar anak yang berbaddpngan
hukum lebih merasa nyaman karena penyidik perempdapat
menempatkan dirinya sebagai ibu atau teman terlaadapk yang
berhadapan dengan hukum.

2) Saran

a) Memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012tahen
Sistem Peradilan Pidana Anak di wilayah hukum P&tssort Kota
Pekanbaru.

b) Penambahan tenaga penyidik khusus penyidik perempgaJnit
Perlindungan Perempuan dan Anak di Wilayah HukumsiPdresort
Kota Pekanbaru;

c) Mengadakan diklat/ pelatihan bagi penyidik anak agumenambah
wawasan/pengetahuan psikologi anak.
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